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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN GELAR WALIYYUL AMRI AD-

DHARURI BI AS-SYAUKAH OLEH NAHDATUL ULAMA KEPADA 

PRESIDEN SOEKARNO 

 

A. Analisis pemberian Gelar Waliyyul Amri Ad-Dharuri bi Al-Syukah oleh 

Nahdatul Ulama kepada Presiden Soekarno. 

Periode revolusi kemerdekaan (1945-1949) merupakan masa penuh 

patriotik bagi segenap gerakan kebangsaan, termasuk organisasi-organisasi 

yang bersifat keagaamaan seperti Nahdlatul Ulama. Bahkan, periode ini 

merupakan momentum bagi Nahdlatul Ulama untuk menunjukkan 

identitasnya yang makin berorientasi politik. Hal ini terlihat misalnya 

dengan dicetuskannya Resolusi Jihad yang mengajak umat Islam untuk 

jihad melawan Belanda, karena mempertahankan tanah air hukumnya wajib 

bagi setiap muslim.
1
 Akibat kekecewaan Nahdlatul Ulama terhadap kubu 

modernis dalam Masyumi, antara lain hilangnya kursi menteri agama dalam 

kabinet Wilopo maka dalam rapatnya di Surabaya 3 april 1952, akhirnya 

memutuskan untuk keluar dari Masyumi yang kemudian dikukuhkan dalam 

Muktamar ke-19 di Palembang pada tahun yang sama. Sejak keputusan ini 

Nahdlatul Ulama memasuki aktivitas politik secara lebih formal, yaitu 

membentuk partai politik tersendiri.
2
 Selanjutnya Haris juga 

mengemukakan bahwa setelah keluar dari Masyumi, Nahdlatul Ulama 

                                                           
1
 Slamet Effendi Yusuf, Dinamika Kaum Santri…,80. 

2
 Syamsudin Haris, NU dan Politik, Perjalanan Mencari Identitas, dalam Jurnal Ilmu Politik, nomor 

7, (Jakarta : Gramedia , 1990), 34. 
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mendapat jatah kursi Menteri Agama dalam kabinet Ali Sastromijoyo yang 

dijabat oleh K.H Masykur yang menggantikan Faqih Usman dari 

Muhammadiyah. Dan di masa K.H. Masykur sebagai menteri agama inilah 

gelar “waliyyul amri dharuri bi al-syaukah” (pemegang pemerintahan 

sementara dengan kekuasaan penuh) diberikan kepada Soekarno selaku 

kepala Negara. 
3
 

Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga pada 

tahun 1954 diangkat sebagai waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah yaitu 

pemimpin yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh umat Islam, selama tidak 

menyalahi syariat Islam. Pengangkatan sama dengan proses menetapkan 

seseorang pada sebuah jabatan yaitu menetapkan Presiden Soekarno sebagai 

pemimpin yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam sedangkan 

secara teknis pemilihan pemimpin ada tiga cara, pertama pemilihan 

pemimpin bedasarkan wasiat, kedua pemilihan pemimpin berdasarkan ahl-

hall wa al’aqd, ketiga pemilihan pemimpin berdasarkan dukungan dari 

kekuatan rakyat. Sedangkan menurut Arsjad Lubis tahun 1987 yang dikutip 

oleh M. Ali Haidar mengatakan bahwa tata cara pengangkatan kepala 

negala ada tiga cara yaitu: cara yang pertama adalah dengan cara bai’ah, 

yaitu pernyataan persetujuan atau kesetiaan dari ahl al-hall wa al-‘aqd 

(orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan 

menentukan sesuatu atas nama umat) terhadap seseorang yang disepakati 

                                                           
3
 Ibid, 35. 
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untuk diangkat menjadi imam. Cara yang kedua adalah istikhlaf, yaitu 

penetapan imam sebelumnya masih hidup terhadap seseorang untuk 

menggantikannya setelah dia meninggal. Cara yang ketiga adalah istila’, 

yaitu: pengangkatan imam yang diangkat dengan cara militer dan paksaan. 

Imam yang diangkat dengan cara bai’ah atau istikhlaf disebut waliyyul al 

amri, sementara yang memperoleh jabatan dengan cara yang ketiga disebut 

waliyyul amri bi al-syaukah.
4
 

 

B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap 3 alasan NU yang memberi Gelar Waliyyul 

Amri Ad-dharuri bi as-syaukah kepada Presiden Soekarno. 

Berikut ini alasan-alasan NU memberi gelar Waliyyul Amri ad-dharuri 

bi as-syaukah kepada Ir. Soekarno, yaitu: 

1. Tentang Tauliyah Wali Hakim, sebagaimana di dalam fiqh Islam, 

bahwa wanita yang tidak memiliki wali nikah maka yang berhak 

menjadi wali nikah adalah Qadli (hakim peradilan) yang diangkat oleh 

Khalifah (pemimpin Islam). Gagasan tentang Waliyyul Amri Ad-

Dharuri bi Al-Syaukah berasal dari kebijakan yang dikeluarkan 

Menteri Agama tentang Tauliyah Wali Hakim sebagaimana di dalam 

fiqh Islam, bahwa wanita yang tidak memiliki wali nikah maka yang 

berhak menjadi wali nikah adalah Qadli (hakim peradilan) yang 

diangkat oleh Khalifah (pemimpin Islam). Peraturan Menteri Agama 

nomor 4 tahun 1952 dikeluarkan setelah mendengar fatwa dari 

                                                           
4
 M. Ali Haidar, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta : Gramedia, 1994), 257.  
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konferensi alim ulama tanggal 12-13 Mei 1952. Kemudian konferensi 

diadakan sekali lagi tanggal 4-5 Mei 1953.
5
 Indonesia pada saat itu 

masih menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai 

pernikahan buatan Belanda. Oleh karena itu, pusat perhatian 

kementerian Agama tertuju pada permasalahan pernikahan. 

Selanjutnya diadakan Konferensi Alim Ulama kedua dikarenakan 

adanya protes dan tidak setuju dari partai Islam Perti terhadap 

peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 1954 dijawab dengan 

diadakannya konferensi Alim Ulama pada tanggal 4-5 Mei 1953. 

Namun Partai Perti belum merasa puas oleh jawaban dari Menteri 

Agama. Oleh karena itu, Menteri Agama mengatakan akan melakukan 

konferensi selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari Partai Perti. 

Konferensi ketiga di Cipanas ini menghasilkan keputusan sebagai 

berikut: 

a. Presiden sebagai Kepala Negara, serta alat-alat kelengkapan Negara 

sebagaimana dimaksud dalam UUD pasal 44, yaitu kabinet, parlemen 

dan sebagainya adalah waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah. 

b. Waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah wajib ditaati oleh rakyat 

dalam hal-hal yang tidak menyalahi syariat Islam. 

c. Tauliyah Wali Hakim dari Presiden kepada Menteri Agama dan 

seterusnya kepada sapa saja yang ditunjuk, termasuk tauliyah Wali 

Hakim yang menurut kebiasaan yang hidup ditempat-tempat yang 
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ditunjuk oleh Ahlu al-hall wa al-aqd adalah sah. Untuk menjalankan 

aqad-aqad nikah, maka wali hakim sesuai dengan yang dimaksud oleh 

UU Pencatatan yang dimaksud oleh UU Pencatatan Perkawinan, Talaq 

dan Ruju harus memiliki surat peresmian terlebih dahulu dan 

pemerintah. 

d. Berkaitan dengan ayat 1, 2, dan 3 tersebut diatas, maka nyatalah bahwa 

Peraturan Menteri Agama no. 4 tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk 

daerah luar Pulau Jawa dan Madura adalah sah. 

Keputusan ini selanjutnya dikuatkan lagi oleh musyawarah dekan-

dekan IAIN di bawah pimpinan Prof R.H.A Soenarjo (Tokoh NU) di 

Purwokerto pada 6-7 Oktober 1962.
6
 

2. Tentang Pemberontakan Perlawanan DI/TII, yang dipimpin oleh 

Kartowusiryo. Pemberontakan ini tidak hanya membahayakan Negara 

dan ancaman kepada Negara Indonesia yang pada waktu itu masih 

belajar mengisi kemerdekaan, akan tetapi juga membahayakan masa 

depan NKRI karena mengatasnamakan agama Islam. DI/TII adalah 

gerakan politik keislaman yang menentang pemerintahan yang sedang 

berkuasa. Gelar itu memberikan kemantapan dan kepastian bagi umat 

Islam untuk mematuhi tindakan pemerintah yang dipimpin Soekarno 

terhadap DI/TII. Keputusan itu makin diperlukan mengingat Masyumi 

                                                           
6
 Ibid, 270. 
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tidak tegas, bahkan cenderung simpati terhadap gerakan DI/TII.
7
 

Dikarenakan di dalam Al-Quran kita wajib mematuhi perintah ulil 

amri (pemimpin) dan apabila terdapat perselisihan tentang 

kepemimpinan seharusnya kembali merujuk kepada Al-Quran dan 

Sunnah Rasulullah. Darul Islam ini sangat membahayakan kesatuan 

Negara dan ancaman yang serius terhadap Negara yang sedang belajar 

mengisi kemerdekaan, tetapi juga masa depan Islam di Negara 

Republik Indonesia justru karena mengatasnamakan agama Islam, 

apalagi  karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala 

Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Soekarno bisa 

goyah dimata umat Islam. Hal itu mendorong K.H Masjkur, Menteri 

Agama ketika itu mengundang para ulama dari seluruh Indonesia 

untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Soekarno 

dalam pandangan keagamaan Islam.
8
 Para ulama NU telah 

mengeluarkan pendapatnya bahwa wajib mematuhi pemerintahan yang 

dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dukungan terhadap pemerintah 

semakin besar terutama dari kalangan ulama dalam menyikapi 

pemberontakan DI/TII.  

3. Tentang Kepentingan rakyat, khususnya umat Islam yang mengalami 

imbas dari perlawanan pemberontakan DI/TII. Karena Kartosuwiryo 

tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada masyarakat yang tidak 

                                                           
7
 Einar Martahan Sitompul, Nu dan Pancasila, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996) , 136. 

8
 Slamet Effendi Yusuf dkk, Dinamika Kaum Santri, (Jakarta : Rajawali, 1982), 46. 
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pro kepada mereka. Para tokoh Islam pada saat itu sudah berupaya 

menegakkan syariat Islam seutuhnya guna untuk menghindari 

bertambahnya konflik dan kekerasan. Mengingat pada masa-masa 

pemberontakan Kartosuwiryo, Kahhar Mudzakkar dan Daud Beureuh 

melakukan perlawanan dengan adanya kekerasan pada masyarakat 

yang tidak pro pada mereka. Dalam hal pengambilan keputusan 

Presiden Soekarno bukanlah hal yang gampang mengingat banyaknya 

Alim Ulama yang pro dan kontra dengan keputusan NU yang 

mengangkat Presiden Soekarno sebagai Waliyyul Amri Ad-dharuri bi 

as-Syaukah. Oleh karena itu, pemerintah bersama para Alim Ulama 

dimana Konferensi Alim Ulama pertama dilakukan pada tanggal 12-13 

Mei 1952 di Tugu, Jawa Barat. Dan, konferensi Alim Ulama yang 

kedua pada tanggal 4-5 Mei 1953 di Bogor serta Konferensi Alim 

Ulama ketiga pada tanggal 3-6 Maret di Cipanas.
9
 

Proses pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Waliyyul Amri ad-

dharuri bi al-syaukah sekaligus penutupan Konferensi Alim Ulama ketiga 

dilakukan di Istana Bogor pada hari Minggu tanggal 7 Maret 1954 yang 

dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden dan beberapa menteri yang 

berasal dari NU. Pengangkatan Soekano sebagai Waliyyul Amri Ad-dharuri 

bi al-syaukah sangat dibutuhkan dengan kondisi pemerintahan pada masa 

itu. Hal ini dianggap penting dan cukup mendesak tidak hanya bagi NU 

                                                           
9
 Desri Juliandri, Tinjuan Historis Pengangkatan Soekarno sebagai Waliyyul amri ad-dharuri bi al-

syaukah oleh NU, (Lampung, UNILA Press, 2012), 11. 
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tetapi bagi rakyat Indonesia terutama rakyat. Soekarno sebagai Waliyyul 

Amri ad-dharuri bi al-syaukah adalah agar Presiden Soekarno diakui dan 

dikukuhkan dengan berlandaskan hukum fikih, tidak hanya berdasarkan 

hukum fikih semata. Hal ini dimaksudkan agar Soekarno memiliki 

keabsahan dimata hukum fikih. Sehingga presiden dapat berkuasa penuh 

dan dapat menyelenggarkan roda pemerintahan secara efektif. Maka para 

ulama harus memberikan penegasan tentang keabsahan pimpinan Negara 

melalui konferensi alim ulama tersebut agar pemerintahan dapat 

menjalankan kepentingan umat Islam. Perlawanan yang ditunjukkan NU ini 

agar tidak adanya pertumpahan darah antar sesama saudara. Karena 

kerugian akan sangat besar apabila terjadi perang saudara. Apalagi 

Indonesia masih tergolong muda, oleh karena itu NU ingin memberikan 

legitimasi hukum dalam Islam untuk Presiden Soekarno.
10

 

Ketentuan hukum syara’ agama Islam yang telah ditetapkan 

menyatakan apabila wanita tidak mempunyai wali nasab ayah kandung, 

saudara kandung, saudara seayah dan paman dari pihak ayah maka 

nikahnya dapat dilangsukan oleh wali hakim. Dalam arti tidak mempunyai 

wali termasuk juga apabila wali nasabnya berada ditempat jauh jarak yang 

membolehkan sholat qasar/jamak, atau sedang menjalani hukuman, atau 

menolak (tidak mau menikahkan) maka nikahnya wanita tersebut dapat 

dilangsungkan oleh wali hakim yang diangkat atau ditunjuk oleh raja atau 

sultan yang sedang berkuasa atau sedang memerintah, akan tetapi Republik 
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Indonesia tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi Presiden Republik, inilah 

yang membuat rakyat yang beragama Islam resah dan kebingungan. Untuk 

menjawab kebingungan ini maka diadakannya Konferensi Alim Ulama di 

Cipanas tahun 1954 yang dimotori oleh Menteri Agama dan ulama-ulama 

NU yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Waliyyul amri ad-dharuri 

bi al-syaukah.
11

 

Dampak adanya pengangkatan Soekarno sebagai Waliyyul Amri ad-

dharuri bi al-syaukah adalah hilangnya perdebatan tentang Tauliyah wali 

hakim yang sebelumnya diangkat oleh Lembaga Ninik Mamak digantikan 

oleh Departemen Agama. Selain itu, juga menghilangkan gejolak yang ada 

dipemerintahan dalam menghadapi pemberontakan DI/TII dimana para 

ulama dalam Konferensi Alim Ulama memberikan keputusan bahwa 

pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah pemerintahan 

yang sah dan wajib ditaati oleh umat Islam. 

Ketentuan hukum syara’ agama Islam yang telah ditetapkan 

menyatakan apabila wanita tidak mempunyai wali nasab ayah kandung, 

saudara kandung, saudara seayah dan paman dari pihak ayah maka 

nikahnya dapat dilangsukan oleh wali hakim. Dalam arti tidak mempunyai 

wali termasuk juga apabila wali nasabnya berada ditempat jauh jarak yang 

membolehkan sholat qasar/jamak, atau sedang menjalani hukuman, atau 

menolak (tidak mau menikahkan) maka nikahnya wanita tersebut dapat 

dilangsungkan oleh wali hakim yang diangkat atau ditunjuk oleh raja atau 
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sultan yang sedang berkuasa atau sedang memerintah, akan tetapi Republik 

Indonesia tidak mempunyai raja atau sultan, tetapi Presiden Republik, inilah 

yang membuat rakyat yang beragama Islam resah dan kebingungan. Untuk 

menjawab kebingungan ini maka diadakannya Konferensi Alim Ulama di 

Cipanas tahun 1954 yang dimotori oleh Menteri Agama dan ulama-ulama 

NU yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai Waliyyul amri ad-dharuri 

bi al-syaukah.
12

 

Dampak adanya pengangkatan Soekarno sebagai Waliyyul Amri ad-

dharuri bi al-syaukah adalah hilangnya perdebatan tentang Tauliyah wali 

hakim yang sebelumnya diangkat oleh Lembaga Ninik Mamak digantikan 

oleh Departemen Agama. Selain itu, juga menghilangkan gejolak yang ada 

dipemerintahan dalam menghadapi pemberontakan DI/TII dimana para 

ulama dalam Konferensi Alim Ulama memberikan keputusan bahwa 

pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno adalah pemerintahan 

yang sah dan wajib ditaati oleh umat Islam. 
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